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ORINEWS.id  –  Tidak  langsung  melakukan  penahanan,  Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah mencegah anggota
DPR RI periode 2009-2014, Miryam S. Haryani (MSH) agar tidak
bepergian ke luar negeri selama 6 bulan.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penahanan
terhadap seorang tersangka merupakan kewenangan dari penyidik
KPK sesuai dengan syarat-syarat yang ada.

“Penyidik  ataupun  atasan  masih  belum  memutuskan  yang
bersangkutan perlu ditahan,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu
(14/8).

Tessa menjelaskan, bahwa KPK juga sudah mencegah Miryam agar
tidak bepergian ke luar negeri sejak akhir Juli 2024 hingga 6
bulan ke depan.

“Informasi yang kami dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah
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untuk  ke  luar  negeri  sejak  30  Juli  2024  sesuai  Keputusan
Pimpinan KPK nomor 983/2024 berlaku 6 bulan ke depan,” pungkas
Tessa.

Sebelumnya, Miryam melenggang bebas meninggalkan Gedung Merah
Putih KPK usai diperiksa selama 7 jam pada Selasa (13/8). Usai
diperiksa, Miryam memilih bungkam saat dilontarkan berbagai
pertanyaan dari wartawan.

Miryam  sempat  mangkir  saat  dipanggil  tim  penyidik  sebagai
tersangka pada Jumat lalu (9/8).

Miryam telah ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2019
lalu  bersama  3  orang  lainnya,  yakni  Paulus  Tannos  selaku
Direktur  Utama  (Dirut)  PT  Sandipala  Arthaputra,  Isnu  Edhi
Wijaya selaku Dirut Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium
PNRI,  dan  Husni  Fahmi  selaku  Ketua  Tim  Teknis  Teknologi
Informasi Penerapan KTP Elektronik.

Pada  13  November  2017  lalu,  Miryam  telah  divonis  5  tahun
penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dalam
kasus pemberian keterangan palsu saat bersaksi di sidang kasus
korupsi e-KTP.[]


